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GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan
bahwa “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah,
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi
publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui,
ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi
publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan
dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu
syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan
adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infromasi,
baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik
diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam berbagai kebijakan publik. Selain itu UU KIP tersebut merupakan hal
mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga
sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga,
badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya mengedepankan
tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah dimanasalah satunyatugas PejabatPengelolainformasidan
Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik.




Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID untuk mentaati dan
melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan
segala konsekuensinya. informasi publik harus diperoleh dengan cepat
dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Hal tersebut menjadi
tantangan bagi PPID untuk memberikan layanan informasi publik
kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien. Dalam memberikan
layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan
sederhana. PPID memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan
non-elektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh
informasi  publik sesuai dengan kebutuhannya. Selain memanfaatkan
sarana media elektronik dan non-elektronik. PPID memiliki Sumber Daya
Manusia yang telah mempunyai tugas di masing-masing personalnya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung
jawab untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses
atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Layanan
informasi publik kepada pemohon, PPID tentunya berpedoman pada
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), regulasi tersebut
telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik
melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam
UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 21 dan Pasal 22.

Undang-Undang KIP tersebut mengamanatkan bahwa setiap
informasi publik harus diperoleh dengan cepat, tepat waktu dan biaya
ringan. Prinsip akses informasi tersebut menjadi sebuah komitmen
untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Upaya
untuk memberikan layanan informasi publik secara cepat, tepat waktu,
dan biaya ringan diperlukan sarana prasarana dan sumber daya manusia
yang kompeten. Sumber daya manusia harus memiliki kompetensi
mengoptimalkan media elektronik maupun nonelektronik. Dengan
ketersediaan sarana prasarana dan SDM yang kompeten maka harapan
layanan informasi yang sesuai dengan harapan masyarakat dapat terwujud.
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Gambaran umum pelaksanaan
Layanan Informasi Publik

Informasi  merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian
penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak
asasi manusia dan keterbukaan informasi publik \merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap
penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang
berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi’ dan Informatika Nomor
117—Tahun-—2010-tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dimana —salah-satu tugas Pejabat Pengelola 'Informasi dan Dokumentasi
(PPID)-menyediakan—akses informasi publik 'bagi pemohon informasi. Sesuai
dengan Keputusan-Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010
tentang Organisasi Pengelola-Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu
tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan
akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas
tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi dengan menyediakan
sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pedukung,
petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk
pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Diskominfo Kota Sukabumi



1)

Sarana dan prasarana

a)

b)

d)

Ruang Layanan
Ruang PPID terletak di lingkungan SETDA Pemerintah Kota
Sukabumi. Pada ruang layanan PPID tentunya dilengkapi
dengan meja untuk menerima masyarakat yang  dating
berkunjung. Ruang tersebut dilengkapi dengan peralatan-peralatan
penunjang yaitu :

. Personal Computer
. Printer 1 Unit
. Scanner 1 unit

Selain itu ruangan PPID pada Pemerintah Kota
Sukabumi selama pandemi dimodifikasi dengan menambahkan
beberapa sarana untuk mendukung protocol kesehatan Covid-19,
diantaranya dengan menyediakan hand sanitizer.

Backend Office

Dalam pengelolaan layanan informasi, diperlukan ruang
untuk melakukan pengolahan informasi. Backend office
berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dan
berdiskusi antar tim pengelola PPID. di ruang layanan juga

dilakukan proses penyusunan beberapa produk aturan

yang terkait dengan PPID seperti daftar informasi public, dafar
informasi yang dikecualikan dan yang sedang dikerjakan oleh tim
PPID.

Sumber Daya Manusia dalam menangani Layanan Informasi Publik
Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID
dikoordinasikan oleh Pranata Humas Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik.

Sumber daya manusia yang mengelola secara harian dibantu oleh
Petugas Fungsional Pranata Komputer. Hadirnya para Petugas ini
sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai
informasi. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih
cepat, tepat dan akurat. (Berkas terlampir)

Anggaran Layanan Informasi Publik Dan Laporan

Anggaran bersumber dari APBD Pemerintah Kota Sukabumi
(Berkas Terlampir)

Diskominfo Kota Sukabumi
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Rincian Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/
pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentsi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan

langsung dan layanan melalui media yang tersedia.

Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi disediakan
melalui sarana dan prasarana, dimana melalui desk layanan informasi dan
layanan pendukung lainnya. Desk layanan informasi bisa dilakukan melalui

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

1)  Melalui Website
P.l_}l :I W HCEL FROFE, EDCLLLAY GAFIEE BPORBMEY FLUBUE PRD PLELAHTY LMK BFDSELY B LasLsdH PRIHIUSLSLE PSS ﬂ'
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5)

6)

Radio Siaran (Radio Swara Perintis 93.1 FM Kota Sukabumi)
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7y Melaltuigrup-whatsapp-untuk- mempermudah koordinasi PPID utama
dengan PPID pembantu dalam -melakukan-pemenuhan-informasi
publik-
a)_~——Waktu Pelayanan
Datam-memberikantayanan-informasi-kepada pemohon-informasi,
PPID menetapkan-waktu-pemberian-Pelayanan-Informasi Publik-yaitu
penyelenggaraan Pelayanan Informasi- Publik-dilaksanakan pada hari
kefja-Senin—=Jum’at Jam 07.30 s.d-15.00.
by~ Jumlah-Permintaan-Informasi Publik
Tahun-2023 Permintaan Informasi-Publik berjumiah 17,
dengan-rineian-10-Permintaan dari-Kanal Aplikasi SUPER, 1 Data Sepu
tarSosial- Media, 1 Data Keterbukaan Informasi, 1 Pengaduan Offline, 1
Tugas-Matakul Kampanye Sosial,
Datang langsung ke ruang pelayanan PPID. 1 Besaran bantuan sosial
PKH, 1 Realisasi anggaran tahun 2021-2022, permintaan informasi
melalui email. 1 Data bantuan Covid-19, Laporan penanggung jawaban Covid-19,
bersurat.
c) Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan
Permohonan Informasi publik di PPID Pemerintah Kota Sukabumi
tahun 2023 yang dikabulkan sejumlah 16, hampir semua permintaan
informasi publik dapat dikabulkan, kecuali informasi publik yang
dikecualikan, Diantaranya permintaan dari Aliansi Perduli Indonesia Jaya
(AP1J) perhihal Jaminan Sosial Keluarga dan PKH yang kita tidak penuhi dikare-
nakan data yang diminta tersebut tidak dokumntasikan dan di kuasai oleh Pemerin-
tah Kota Sukabumi data tersebut merupakn kewenangan Kemensos Rl dan dalam
sengketa infomasi publik di kominsi informasi Prov Jabar hal tersebut juga di tegas-
kan kembali bahwa memang data yang diminta merupakan kewenangan Kemensos
RI.
d) Jumlah Permintaan Inform asi Publik yang ditolak serta
alasan Seluruh permintaan informasi publik telah dijawab dan
diberikan oleh PPID, sehingga dalam hal ini tidak terdapat
permintaan informasi yang ditolak.

Diskominfo Kota Sukabuizi




Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik

PPID pada pemerintah Kota Sukabumi dalam menyelesaikan
sengketa informasi publik tentunya tak lepas dari sebuah mekanisme,
mulaidari jumlah keberatan yang diterima sampai dengan hasil putusan
pengadilan dan._pelaksanaannya oleh badan publik. Menurut data yang
ada, sejauh ini—PPID pada Pemerintah—=Kota=Sukabumi—tidak—pernah
menerima -keberatan —dari-—Pemohon—Informasi—Publik —atas—layanan
informasi—publik. - Dalam-—artian, -semua —permohonan_-informasitelah
diselesaikan sesuai dengan permintaan-pemohaon.

Kendala Eksternal dan Internal dalam
Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik
berasaskan pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal
2 ayat (3) UKIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi
setiap badan publik untuk mewujudkan layanan informasi publik
kepada masyarakat. Disadari bahwa layanan informasi publik yang
diberikan oleh PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi belum maksimal,
hal ini dikarenakan terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh PPID
Pemerintah Kota Sukabumi.

a) Kendala Internal

Komisi Informasi Pusat dalam memberikan layanan
informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi
menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi :
1)  Kendala Teknis
Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah
kendala ketersediaan sarana prasarana layanan
informasi publik yang dimiliki. Minimnya sarana layanan
informasi  publik ini  akan berdampak  pada
pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat.
2) Kendala Substansi
Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah
berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

(VI Diskominic Kota Sukabumi



b)

dimiliki PPID Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam
memberikan layanan permohonan informasi publik.
Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM
pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota
Sukabumi sebanyak 3 orang, sedangkan yang khusus
memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital
maupun datang langsung hanya berjumlah idealnya 6
orang, kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada
pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Kendala Eksternal

Banyaknya jenis informasi yang dimohonkan Pemohon men

jadi kendala tersendiri bagi PPID Pemerintah Kota Sukabumi.

Berikut kendalanya :

1)  Pemahaman masyarakat rendah
Minimnya pemohon informasi disebabkan rendahnya
pemahaman-masyarakat terhadap kebutuhan
informasi-dan belum-mengetahui adanya UU KIP.
Keadaan ini-tergambar dari tidak adanya unsur
masyarakat umum-yang-terekam-dari kalangan
Mahasiswa yang melakukan permintaan informasi.

2)—Permohonan-informasi masyarakat didominasi-melalui
aplikasi Lapor _dan-Super-Mengingat layanan
informasi-ini-diperuntukkan-untuk-publik;_seharusnya
banyak-andil dari masyarakat umum-yang-hadir
untuk-mencari-informasi-padakanal PPID Pemerintah
Kota Sukabumi-

3) —Pandemiz€Covid-19 merubah aktivitas fisik menjadi
aktivitas virtual, hal ini terjadi juga dalam pelayanan
informasi publik PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi,
yang dimana PPID dituntut untuk aktif dan inovatif
dalam menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi saat
ini dengan kegiatan pelayanan publiknya agar tetap
optimal.

Diskomiinfo Kota Sukalburni
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Rekomendasi dan Rencana Tindak
Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas
Layanan Informasi Publik

Berdasarkan temuan kendala internal dan eksternal pelayanan
informasi PPID pada Pemerintah Kota Sukabumi diatas, maka

perlu dilakukan beberapa rencana tindak lanjut sebagai berikut

a) Pelatihan sumberdaya aparatur Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik (PPID Pelaksana)

b)  Sosialisasi UU KIP kepada seluruh unit kerja / fakultas / lembaga /
UPT di lingkungan secara berkala

c)  Finalisasi Daftar Informasi Publik (DIP)

d) Pengembangan Sistem Informasi Publik (SIP)/ Website PPID

e) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) masih
menjadi aspek yang akan dikembangkan untuk terus
meningkatkan jangkauan layanan PPID Kominfo ke masyarakat
terutama ketika pelaksanaan protokol kesehatan dalam
menghadapi pandemi COVID-19

f) Program peningkatan kemampuan petugas PPID beberapa tahun
kedepan terus dilaksanakan sehingga bisa mendeliver layanan
secara lebih professional

g) Sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan
informasi publik yang dimiliki PPID Pemerintah Kota harus terus
digaungkan untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

@ Diskorninto Kota Sukabumi



Lampiran

Lampiran |I. Sumber Daya Manusia dalam menangani Layanan Informasi

Publik
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de Rekening Uralan

! !Koefisien . Satuan | Harga !rPFN | Rp) |
IBia:.'a Transportasi dari Kota Sukabumi dengan f 1 | | |
||-c:r~|:|araan ke Kabupaten Bandung Barat I 4 | | |
Spesifikas: : Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, 12 Crang |
| Aparatur Sipil Negara, dan Pikak Lain dan tempat f Har |
kedudukan ke ternpat tyuan di kabupatenfoota |

Orang / Hori | 400000 0]

| tujuan | |
| Uang Harign Penalanan Dinas dalam negeri luar i | | ]
| wilayah Kota Sukabum 15 G.‘ﬂ"lﬂ 'Urang J Hari | 430,000 G-: Babll0nn:

| Spesifikasi - Untuk Pejabat Megara, Pejabat Daerah, |/ Har
Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: | Rp59.413.000
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Penutu
A. Kesimpulan

Sebagai lembaga yang melaksanaka
pelaksananya, PPID pada Pemerintah
melaksanakan tugas dan fungsinya secares
khususnya dalam melaksanakan tugas d
dengan fungsinya. Sebagaimana telah dije
sebelumnya, tugas dan tanggung jawab P
pendokumentasian, penyediaan, dan/ate

Pada tahun 2023 Permintaan Informasi P
rincian 10 Permintaan dari Kanal Aplikasi dan
Media, 1 Data Keterbukaan Informasi, 1 Penge
Kampanye Sosial, Datang langsung ke ruang pe
tuan sosial PKH, 1 Realisasi anggaran tahun
masi melalui email. 1 Data bantuan Covid-19,
Covid-19, bersurat. Permohonan Informasi publi
kabumi tahun 2023 yang dikabulkan sejumlah

ini tidak terdapat
ari jumlah permohonan tersebut F
ah memenuhi seluruh permohone

A\
\\\\\\\\\\\\.\» layanan
N \Q ~ \‘1‘!\:‘?’ oublik ya

\ ypositif bagi PPID
menjadi tantangan
tahun-tahun selanj
iIha dan prasarana dalz
akses .“ S publik. Adanya

tersebut, pas memberikan lay

optimal serta |l kan manfaatnya o
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B. Saran
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Secara yuridis, dalam mel i
tanggung jawab PPID dalam mem A \\\\ informasij/publik. PPID dituntut
W

untuk membangun dan mengemba \\\;\.-Qﬁ int

dokumentasi untuk mengelola inform
dapat diakses dengan mudah. Sebagaimana
nya, PPID Pemerintah Kota Sukabumi men

berikan layanan informasi publik.

/dan efisien sehingga
ada bagian sebelum-

{ A kendala dalam mem-

informasi publik kepada masyarakat secara efi
Pemerintah Kota Sukabumi selanjutnya akan
informasi dan okumentasi yang dapat mel
melalui layanan permohonan informasi s
ppid.sukabumikota.go.id/ ‘
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Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SUKABUMI

RAHMAT SUKANDAR, S. Si., M.T., M. Sc.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19730905 199901 1 001
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Efﬂ ;{ ::i!_. diterbitkan oleh Balai Setifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

9 Balal Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
“
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PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI



